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PUTUSAN
Nomor 21/PID.TPK/2020/PT MKS
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi
Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi
dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut

di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap :AMRAN, S.E, M.Si;

2. Tempat Lahir : Mario ;

3. Umur / tgl lahir : 51 Tahun/ 31 Desember 1967 ;

4. Jenis Kelamin . Laki-laki ;

5. Kebangsaan : Indonesia ;

6. Tempat Tinggal :Jalan Rusa BTN Tae Blok| No.U 2, Kelurahan
Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo ;

7. Agama :Islam ;

8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/ Kepala Sub Bagian Perencanaan

dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Wajo ;
Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan
Penahanan Rumah Tahanan Negara :
1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2019 s/d tanggal 13 Mei 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 14 Mei
2019 s/d tanggal 22 Juni 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 s/d tanggal 09 Juli 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 02 Juli 2019 s/d tanggal 31 Juli
2019 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal
01 Agustus 2019 s/d tanggal 29 September 2019 ;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar
sejak tanggal 30 September 2019 s/d tanggal 29 Oktober 2019 ;
7. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Wakil KetuaPengadilan Tinggi Makassar
sejak tanggal 30 Oktober 2019 s/d tanggal 28 Nopember 2019 ;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak melakukan penahanan;
Untuk pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

pada Pengadilan Negeri Makassar Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama :
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SUDIRMAN, SH Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Perumahan Griya Amalia 2
Jin. Ki Hajar Dewantara Blok C 1 No. 9, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan
Tempe, Kabupaten Wajo ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 5 Juni 2020 Nomor.
21/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

2. Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 5 Juni 2020
Nomor 21/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti
mendampingi Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam
tingkat banding ;

3. Berkas perkara dan surat — surat lain yang berhubungan dengan perkara
tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum
tertanggal 21 Juni 2019,. NO.REG.PERK : PDS-08/P.4.19/Ft.1/06/2019 Terdakwa
diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa AMRAN, S.E., M.Si selakuPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Wajo Nomor:
001 Tahun 2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Penetapan Nama-Nama
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2016 bersama
sama dengan H. HUSLAN, S.ST, M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK), SAHARUDDINselaku Direktur CV. FADEL GEMILANG PERKASA yang
merupakan Kontraktor dalam Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi
Puskesmas Rawat Inap pada Tahun 2016, MUH. ILHAMSYAH selaku Konsultan
Perencana dan Pengawas, RAHMAT RAZAK selaku Pelaksana Pekerjaan
Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran
2015 (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan dr. H.
BASO RAHMANUDDIN, MM, M.Kes selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, pada suatu
waktu antara tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2016 atau
pada waktu tertentu antara bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2016,
atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2015 sampai dengan 2016,
bertempat di Desa Tosora, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Provinsi
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Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam

daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan

ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telahmelakukan atau turut serta melakukan

perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara, dengan cara-cara sebagai
berikut :

- Bahwa pada tahun 2016 Dinas Kesehatan Kab. Wajo memiliki kegiatan
Perencanaan, Pekerjaan Konstruksi dan Pengawasan yang anggarannya
bersumber dari Dana APBD Kab. Wajo (DAK) Tahun Anggaran 2016, adapun
kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

» Kegiatan Perencanaan terbagi dalam 3 paket kegiatan yaitu:
1. Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap;
2. Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas PONED;
3. Perencanaan Rehabilitasi Puskesmas.
Yang mana kegiatan Perencanaan terkait Puskesmas Tosora termasuk
dalam paket kegiatan Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi
Puskesmas Rawat Inap, dalam paket kegiatan Perencanaan tersebut selain
Puskesmas Tosora juga terdapat Puskesmas lain yaitu Puskesmas
Salobulo, Puskesmas Keera dan Puskesmas Liu.

» Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas
Rawat Inap.

» Kegiatan Pengawasan terbagi dalam 3 paket kegiatan yaitu:
1. Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap;
2. Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas PONED;
3. Pengawasan Rehabilitasi Puskesmas.
Yang mana kegiatan Pengawasan terkait Puskesmas Tosora termasuk
dalam paket kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat
Inap, dalam paket kegiatan Pengawasan tersebut selain Puskesmas Tosora
juga terdapat Puskesmas lain yaitu Puskesmas Salobulo, Puskesmas Keera

dan Puskesmas Liu.
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- Bahwa Struktur Organisasi pada tahun 2016 dalam kegiatan Perencanaan,
Pekerjaan Konstruksi dan Pengawasan terkait dengan Peningkatan
Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap, adalah sebagai berikut:
= Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : dr. H. BASO RAHMANUDDIN, MM,

M.Kes;
= Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : H. HUSLAN, SST, M.Kes;
= PPTK . AMRAN, SE, M.Sj;
= Bendahara : HARTINI BASYIR, SKM
= Pengawas : ABDUL KADIR SYAM.

- Bahwa kegiatan Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas
Rawat Inap pada Tahun Anggaran 2016 memiliki pagu anggaran sebesar Rp.
127.260.000,- dan memiliki nilai HPS sebesar Rp. 121.220.000,-.

- Bahwa kegiatan Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas
Rawat Inap pada tahun 2016 telah dilaksanakan pelelangan pada sekitar
Bulan Maret 2016 dan telah ditetapkan sebagai pemenang selaku Konsultan
Pengawas yaitu CV. ABITAMA KARYA CONSULINDOdan yang menjabat
selaku Direkturnya adalah ABIDIN M, SAP, MSP;

- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak kegiatan Perencanaan
Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016
tidak dilakukan dihadapan PPK, namun saat itu dokumen kontrak tersebut
diserahkan PPK kepada MUH. ILHAMSYAH yang pada faktanya MUH.
ILHAMSYAH adalah bukan pihak resmi dari CV. ABITAMA KARYA
CONSULINDO, dalam arti kata lain MUH. ILHAMSYAH bukan sebagai
Direktur, tidak pernah diberi kuasa oleh Direktur CV. ABITAMA KARYA
CONSULINDO untuk hal apapun, bukan karyawan tetap CV. ABITAMA KARYA
CONSULINDO dan juga tidak termasuk dalam tenaga ahli dari CV. ABITAMA
KARYA CONSULINDO sebagaimana tercantum di dalam dokumen kontrak.

- Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin Direktur CV. ABITAMA KARYA
CONSULINDO dalam hal ini adalah ABIDIN M, SAP, MSP, kontrak kegiatan
Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap pada
tahun 2016 ditandatangani oleh MUH. ILHAMSYAH dengan cara menirukan
tanda tangan Direktur CV. ABITAMA KARYA CONSULINDO.

- Bahwa yang mengerjakan seluruh pekerjaan kegiatan Perencanaan
Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016
adalah MUH. ILHAMSYAH yang mana hal tersebut juga diketahui oleh PPK
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dan Terdakwa, adapun dalam kegiatan tersebut MUH. ILHAMSYAH telah
membuat dokumen Gambar Rencana, Dokumen Rencana Anggaran Biaya
dan Dokumen Spesifikasi Teknis.

- Bahwa sebelum MUH. ILHAMSYAH membuat produk-produk perencanaan
melakukan konsultasi kepada PPK serta menanyakan apakah produk-produk
perencanaan yang akan dibuatnya mengakomodir bangunan yang telah
dikerjakan pada tahun 2015, sehingga hanya melanjutkan saja atau dibuat
mulai dari awal lagi, saat itu PPK mengatakan kepada MUH. ILHAMSYAH buat
saja dari awal (0%) karena alasan kemanusiaan dan sekaligus untuk
membayar atas pekerjaan yang telah dikerjakan oleh para pelaksana
pekerjaan pada tahun 2015.

- Bahwa dalam pembuatan dokumen-dokumen perencanaan Peningkatan
Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap tahun 2016 tidak dibuat
sesuai dengan fakta yang ada di titik lokasi pekerjaan, karena pada
kenyataannya di titik lokasi pekerjaan telah terdapat pekerjaan terlaksana
(bangunan) yang telah dikerjakan pada tahun 2015, adapun pekerjaan yang
telah dilaksanakan pada tahun 2015 yang mana di masukkan kembali di dalam
dokumen perencanaan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

. Pekerjaan Persiapan / Pendahuluan;

. Pekerjaan Tanah dan Pasir dan Pondasi;

. Pekerjaan Dinding (sebagian);

. Pekerjaan Beton Bekisting (Sloef);

. Pekerjaan Beton Bekisting (Kolom);

o O~ WN P

. Pekerjaan Beton Bekisting (Poer Plat).
serta pekerjaan-pekerjaan tersebut di atas dimasukkan kembali di dalam
uraian pekerjaan Rencana Anggaran Biaya pada tahun 2016 dan hal tersebut
diketahui oleh PPK dan Terdakwa.

- Bahwa di dalam kegiatan Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi
Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016 khususnya terkait pekerjaan
Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap, Direktur CV.
ABITAMA KARYA CONSULINDO dalam hal ini adalah ABIDIN M, SAP, MSP
hanya pernah menandatangani dokumen-dokumen atau administrasi dalam
tahap pelelangan saja, sehingga tanda tangan di dalam kontrak hingga tanda
tangan di dalam dokumen-dokumen perencanaan yang telah dibuat atas nama
ABIDIN M, SAP, MSP, ditandatangani oleh MUH. ILHAMSYAH dengan cara
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menirukan tanda tangan Direktur CV. ABITAMA KARYA CONSULINDO tanpa
sepengetahuan dan seizin dari ABIDIN M, SAP, MSP.

- Bahwa terhadap kegiatan Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi
Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016 telah dilakukan pembayaran 100%
yaitu sebesar Rp. 95.040.000,- (setelah dipotong Pajak Penghasilan Ps. 4 (2)
dan PPN).

- Bahwa kegiatan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora
Menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016 memiliki pagu anggaran
sebesar Rp. 819.000.000,- dan memiliki nilai HPS sebesar Rp. 815.980.000,.

- Bahwa dalam kegiatan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora
Menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016, PPK tidak pernah
membuat HPS dan Spesifikasi Teknis, HPS dan Spesifikasi Teknis tersebut
dibuat oleh MUH. ILHAMSYAH.

- Bahwa kegiatan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora
Menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016 telah dilaksanakan
pelelangan pada sekitar Bulan Juni 2016 dan telah ditetapkan sebagai
pemenang selaku Pelaksana Pekerjaan yaitu CV. FADEL GEMILANG
PERKASA berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor:
07/ULP/POKJA-PKG.II/P.51/V1/2016 tanggal 18 Juni 2016.

- Bahwa setelah CV. FADEL GEMILANG PERKASA ditetapkan sebagai
pemenang, maka kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk Surat
Perjanjian / Kontrak sebagai berikut:
= Nomor . 602/118/PPK/DISKES Tanggal 27 Juni 2016;
= Nama Paket . PeningkatanPuskesmasTosora menjadi

Puskesmas Rawat Inap;

* Nilai SPK : Rp. 807.326.000,-;

= Jangka Waktu Pelaksanaan : 150 Hari Kalender (27 Juni 2016 s/d 23
November 2016);

= Sumber Dana . APBD Kab. Wajo (DAK);

= Tahun Anggaran . 2016.

- Bahwa yang menjabat sebagai Direktur CV. FADEL GEMILANG
PERKASAadalah SAHARUDDIN.

- Bahwa kontrak Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi
Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016 ditandatangani oleh PPK dan
SAHARUDDIN selaku Direktur CV. FADEL GEMILANG PERKASA.
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- Bahwa sebelum Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora
Menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016 dilaksanakan, pernah
dilakukan kunjungan awal ke lokasi pekerjaan (MC-0) untuk melakukan
pemeriksaan lapangan, yang dihadiriolehPPK, SAHARUDDIN selaku Direktur
CV. FADEL GEMILANG PERKASA, MUH. ILHAMSYAH dan ABD. KADIR
SYAM selaku Pengawas Internal, diperoleh fakta bahwa pada saat itu telah
terdapat pekerjaan pada titik lokasi Peningkatan Puskesmas Tosora.

- Bahwa SAHARUDDIN selaku Direktur CV. FADEL GEMILANG PERKASA
dalam melaksanakan pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi
Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016 telah bekerjasama dengan MUH.
ILHAMSYAH (selaku Konsultan Pengawas) dalam pembuatan Laporan
Kemajuan Pekerjaan fiktif khususnya di dalam Laporan Mingguan dan Laporan
Bulanan, yang mana di dalam dokumen tersebut dibuat seolah-olah CV.
FADEL GEMILANG PERKASA telah mengerjakan seluruh pekerjaan
sebagaimana tercantum di dalam kontrak pada tahun 2016, namun pada
kenyataannya terdapat pekerjaan-pekerjaan yang telah ada, karena telah
dikerjakan pada tahun 2015

- Bahwa laporan-laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai fakta tersebut
juga diketahui dan tetap diterima oleh PPK, yang mana PPK turut
menandatangani dokumen Laporan Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan
Mingguan dan Bulanan.

e Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Wajo
terhadap Sdr. MUH. ILHAMSYAH, tertanggal 02 Mei 2019:
“...sudah mengerjakan sekitar 10% s/d 15% pekerjaannya, atau saat itu
Pekerjaan Persiapan/Pendahuluan, Pekerjaan Tanah dan Pasir & Pondasi,
Pekerjaan Beton Bekisting (Sloef), dan Pekerjaan Beton Bekisting (Kolom),
dan Pekerjaan Beton Bekisting (Poer Plat), sebagian Pekerjaan Dinding
dihampir kesemua sisi di lantai 1 setinggi £ 1 meter yang dikerjakan pada
tahun 2015”

¢ Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Wajo
terhadap Sdr. RAHMAT RAZAK, tertanggal 02 Mei 2019:
"Bahwa dapat saya sebutkan pekerjaan yang dilakukan pada tahun tahun
2015 adalah Pekerjaan Persiapan/Pendahuluan; Pekerjaan Tanah
(timbunan * 40%) dan Pasir & Pondasi; sebagian Pekerjaan Dinding

dihampir kesemua sisi di lantai 1 setinggi = 1 meter; Pekerjaan Beton
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Bekisting (Sloef); Pekerjaan Beton Bekisting (Kolom); Pekerjaan Beton
Bekisting (Poer Plat)”;

e Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Wajo
terhadap SAHARUDDIN, tertanggal 02 Mei 2019:
"Bahwa seingat saya pada saat hendak memulai pekerjaan, di lokasi
tersebut sudah dikerjakan sebelumnya yakni Pekerjaan
Persiapan/Pendahuluan, Pekerjaan Tanah dan Pasir & Pondasi, Pekerjaan
Beton Bekisting (Sloef), dan Pekerjaan Beton Bekisting (Kolom), dan
Pekerjaan Beton Bekisting (Poer Plat), serta sebagian Pekerjaan Dinding
dihampir kesemua sisi di lantai 1 setinggi + 1 meter, yang kesemuanya
dikerjakan pada tahun 2015 oleh RAHMAT dari CV. IRVHAN, sedangkan
untuk persentasenya saya tidak mengetahuinya”;

e Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Wajo
terhadap Sdr. H. HUSLAN, SST, M.Kes., tertanggal 02 Mei 2019:
"....saya melihat kondisi di lapangan terdapat adanya bangunan berupa
pondasi, poer plat, sloep, dan kolom, dan sebagian pekerjaan dinding * 40
cm di bagian belakang di lokasi tersebut ....”

e Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Wajo
terhadap terdakwa AMRAN, SE, M.Si, tertanggal 02 Mei 2019:
"... hamun yang saya tahu bila melihat item pekerjaan tersebut pekerjaan

pondasi tidak dikerjakan lagi karena telah dikerjakan pada tahun 2015”

- Bahwa dalam kegiatan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora
Menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016 telah dilakukan pembayaran
yang tidak sesuai dengan kemajuan pekerjaan yang ada, karena pembayaran
tersebut dilakukan dengan didasarkan pada dokumen atau laporan yang tidak
sesuai dengan kemajuan pekerjaan di lapangan.

- Bahwa pekerjaan yang telah dikerjakan pada tahun 2015 tersebut tidak
dilaksanakan lagi pada tahun 2016, dalam arti langsung melanjutkan saja
pekerjaan selanjutnya.

e Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri
Wajo terhadap Sdr. MUH. ILHAMSYAH, tertanggal 02 Mei 2019:
“...Jadi pada tahun 2016 pelaksana pekerjaan tinggal melanjutkan pekerjaan
yang telah ada”

e Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri
Wajo terhadap Sdr. RAHMAT RAZAK tertanggal 02 Mei 2019:
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"...pada saat SAHARUDDIN bertemu dengan saya, SAHARUDDIN sempat
mengatakan jika dia tidak lagi mengerjakan item pekerjaan yang telah saya
laksanakan pada tahun 2015.”

e Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri
Wajo terhadap Sdr. SAHARUDDIN, tertanggal 02 Mei 2019:
"Bahwa saya tidak melakukan lagi pekerjaan yang telah dilakukan pada
tahun 2015, saya langsung melanjutkan pembangunan dengan melanjutkan
pekerjaan dinding dan seterusnya”.

e Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri
Wajo terhadap Terdakwa AMRAN, SE, M.Si, tertanggal 02 Mei 2019.
"...namun yang jelas pekerjaan pada tahun 2016 melanjutkan bangunan

yang sudah ada yang dikerjakan pada tahun 2015”

- Bahwa walaupun PPK, Terdakwa, KPA dan Konsultan Pengawas telah
mengetahui bila tidak semua pekerjaan di dalam kontrak dikerjakan oleh CV.
FADEL GEMILANG PERKASA pada tahun 2016, namun terhadap pekerjaan-
pekerjaan tersebut tetap dibayarkan, sehingga pembayaran dalam pekerjaan
Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap telah
dibayarkan 100%. Adapun rincian pembayarannya adalah sebagai berikut:
= Termin 1 - 30% Uang Muka sebesar Rp. 215.776.222,- (setelah dipotong
Pajak Penghasilan Ps. 4 (2) dan PPN) berdasarkan SP2D Nomor:
4903/DINKES Tanggal 30 Juli 2016;

= Termin 2 - 60% sebesar Rp. 266.124.007,- (setelah dipotong Pajak
Penghasilan Ps. 4 (2) dan PPN) berdasarkan SP2D Nomor: 7895/DINKES
Tanggal 14 November 2016

= Termin 3 - 95% sebesar Rp. 192.749.332,- (setelah dipotong Pajak
Penghasilan Ps. 4 (2) dan PPN) berdasarkan SP2D Nomor: 12171/DINKES
Tanggal 28 Desember 2016;

= Termin 4 - Retensi 5% sebesar Rp. 35.962.703.- (setelah dipotong Pajak
Penghasilan Ps. 4 (2) dan PPN) berdasarkan SP2D Nomor: 8230/DINKES
Tanggal 21 November 2017.

- Bahwa pekerjaan yang telah dikerjakan pada tahun 2015 yang tetap
dibayarkan pada tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut:
1. Pekerjaan Persiapan / Pendahuluan;

2. Pekerjaan Tanah dan Pasir dan Pondasi;

3. Pekerjaan Dinding (sebagian);
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4. Pekerjaan Beton Bekisting (Sloef);
5. Pekerjaan Beton Bekisting (Kolom);
6. Pekerjaan Beton Bekisting (Poer Plat).

- Bahwa kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap
pada tahun 2016 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 72.720.000,- dan
memiliki nilai HPS sebesar Rp. 72.270.000,-.

- Bahwa kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap
pada tahun 2016 telah dilaksanakan pelelangan pada sekitar Bulan Mei 2016
dan telah ditetapkan sebagai pemenang selaku Konsultan Pengawas yaitu CV.
AREZMAH CONSULTANT berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi tanggal 27
Mei 2016;

- Bahwa yang menjabat sebagai Direktur CV. AREZMAH CONSULTANTadalah
Ir. H. ABDUL AZIS SAPUTRA, MT.

- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak kegiatan Pengawasan
Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap pada tahun 2016 tidak dilakukan
dihadapan PPK, namun saat itu dokumen kontrak tersebut diserahkan PPK
kepada MUH. ILHAMSYAH yang pada faktanya MUH. ILHAMSYAH adalah
bukan pihak resmi dari CV. AREZMAH CONSULTANT, dalam arti kata lain
MUH. ILHAMSYAH bukan sebagai Direktur, tidak pernah diberi kuasa oleh
Direktur CV. AREZMAH CONSULTANT untuk hal apapun, bukan karyawan
tetap CV. AREZMAH CONSULTANT dan juga tidak termasuk dalam tenaga
ahli dari CV. AREZMAH CONSULTANT sebagaimana tercantum di dalam
dokumen kontrak.

- Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin Direktur CV. AREZMAH
CONSULTANT dalam hal ini adalah Ir. H. ABDUL AZIS SAPUTRA, MT, kontrak
kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap pada
tahun 2016 ditandatangani oleh MUH. ILHAMSYAH dengan cara menirukan
tanda tangan Direktur CV. AREZMAH CONSULTANT.

- Bahwa yang mengerjakan seluruh pekerjaan kegiatan Pengawasan
Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap pada tahun 2016 adalah MUH.
ILHAMSYAH yang mana hal tersebut juga diketahui oleh PPK dan Terdakwa,
adapun dalam kegiatan tersebut MUH. ILHAMSYAH telah membuat dokumen
Laporan Kemajuan Pekerjaan (Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan).

- Bahwa di dalam kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi

Rawat Inap pada tahun 2016 khususnya terkait pekerjaan Peningkatan
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Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap, Direktur CV. AREZMAH
CONSULTANT dalam hal ini adalah Ir. H. ABDUL AZIS SAPUTRA, MT hanya
pernah menandatangani dokumen-dokumen atau administrasi dalam tahap
pelelangan saja, sehingga tanda tangan di dalam kontrak hingga tanda tangan
di dalam laporan-laporan pengawasan hingga dokumen pencairan yang telah
dibuat atas nama Ir. H. ABDUL AZIS SAPUTRA, MT, ditandatangani oleh
MUH. ILHAMSYAH dengan cara menirukan tanda tangan Direktur CV.
AREZMAH CONSULTANT tanpa sepengetahuan dan seizin dari Ir. H. ABDUL
AZIS SAPUTRA, MT.

- Bahwa terhadap kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi
Rawat Inap pada tahun 2016 telah dilakukan pembayaran sebesar Rp.
61.728.000,- (setelah dipotong Pajak Penghasilan Ps. 4 (2) dan PPN)
berdasarkan SP2D Nomor: 0980 Tanggal 27Maret 2016.

- Bahwa terkait adanya pekerjaan yang telah dikerjakan pada sekitar awal tahun
2015 berawal dari Dinas Kesehatan Kab. Wajo pernah melakukan
permohonan anggaran Dana APBN-TP Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.
15.000.000.000,- ke Kementrian Kesehatan yang diperuntukkan untuk
pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan Pembangunan Puskesmas, usulan
tersebut diproses oleh Kementrian Kesehatan dan berdasarkan Keputusan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.02/MENKES/130/2015
tanggal 30 Maret 2015 Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan
Kabupaten / Kota Tahun 2015, Dinas Kesehatan Kab. Wajo masuk dalam
daftar tersebut dengan alokasi anggaran sesuai yang diusulkan yaitu sebesar
Rp. 15.000.000.000,- dan pada tanggal 06 s/d 10 Aprii 2015 telah
dilaksanakan kegiatan penelaahan dan Reviu RKA-K/L Tugas Pembantuan TA.
2015 yang hasilnya pada RKA-K/L Tugas Pembantuan TA. 2015 Dinas
Kesehatan Kab. Wajo tetap mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.
15.000.000.000,-, berdasarkan RKA-K/L Tugas Pembantuan TA. 2015
tersebut, saat itu dilakukan lelang Jasa Konsultansi Perencanaan, Pekerjaan
Konstruksi dan Jasa Konsultansi Pengawasan terkait 7 Unit Puskesmas yang
salah satunya adalah Puskesmas Tosora, setelah lelang dilaksanakan dan
telah ditetapkan pemenangnya, pada kenyataannya berdasarkan Surat
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran
2015 Nomor: SP DIPA - 024.04.4.190333/2015 tanggal 30 Oktober 2015
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anggaran yang turun hanya sebesar Rp. 5.963.285.000,- yang diperuntukkan
untuk Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar yang terdiri dari Alat
Kesehatan / Kedokteran dalam mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar
sebesar Rp. 5.912.165.000,- dan Layanan Perkantoran sebesar Rp.
51.120.000,-, sehingga seluruh pelaksana pekerjaan baik pekerjaan konstruksi
maupun Kkegiatan pengawasan menghentikan pekerjaannya karena tidak
terdapat anggaran dan terhadap kegiatan tersebut pada tahun 2016 dilakukan
pelelangan kembali namun anggarannya bersumber dari anggaran Dana
Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2016.

- Bahwa di dalam kegiatan Perencanaan terkait Pekerjaan Konstruksi
Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap tahun 2015
masuk dalam paket kegiatan Perencanaan Peningkatan Puskesmas Rawat
Inap yang telah dilakukan pelelangan pada sekitar bulan Juni 2015 dan telah
ditetapkan sebagai pemenangnya yaitu CV. MULTIMAGE KONSULTAN
berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi Sederhana (BAHS) Jasa Konsultansi
Badan Usaha Seleksi Sederhana (E-Procurement) Nomor;
10/ULANG/BAHS/EVAL/ PERENCANA02/POKJA-G.1/ULP/VII/2015 tanggal
11 Juli 2015, namun pelelangan tersebut tidak dilanjutkan ke tahapan
penandatanganan kontrak.

- Bahwa walaupun tidak terdapat kontrak pada kegiatan Perencanaan
Peningkatan Puskesmas Rawat Inap tahun 2015, pelaksana pekerjaan dalam
hal ini CV. MULTIMAGE KONSULTAN tetap melaksanakan pekerjaannya dan
hasil dari perencanaan yang telah dibuat tersebut dijadikan salah satu dasar
dalam pelelangan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora
Menjadi Puskesmas Rawat Inap tahun 2015.

- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan Perencanaan Peningkatan Puskesmas
Rawat Inap tahun 2015 yang telah dimenangkan oleh CV. MULTIMAGE
KONSULTAN adalah MUH. ILHAMSYAH, padahal MUH. ILHAMSYAH adalah
bukan bagian dari CV. MULTIMAGE KONSULTAN.

- Bahwa pada tahun 2015 sebelum MUH. ILHAMSYAH mengerjakan produk-
produk perencanaan walaupun tanpa didasari sebuah kontrak, MUH.
ILHAMSYAH sempat berkomunikasi dengan PPK dan Terdakwa yang saat itu
selaku Kasubag Perencanaan dan Pelaporan untuk menanyakan bagaimana
kelanjutan  perencanaan tersebut, karena tidak dilanjutkan ke
penandatanganan Kontrak, saat itu MUH. ILHAMSYAH diperintahkan untuk
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tetap melanjutkan pekerjaan perencanaannya karena hsil perencanaan
tersebut dibutuhkan untuk melakukan pelelangan pekerjaan konstruksi
nantinya.

- Bahwa didalam pelelangan kegiatan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan
Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap tahun 2015 telah
dipersyaratkan bagi seluruh peserta yang akan mengikuti pelelangan tersebut
diharuskan membuat Surat Pernyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi yang pada
intinya bagi peserta yang nantinya telah ditetapkan sebagai pemenang lelang
tidak akan keberatan atau tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk
apapun, baik materiil maupun non materiil secara Pidana maupun Perdata
apabila nantinya anggaran tidak tersedia atau tidak cukup tersedia yang
mengakibatkan pemilihan penyedia barang/jasa yang telah dilaksanakan batal
demi hukum.

- Bahwa pada kegiatan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora
Menjadi Puskesmas Rawat Inap tahun 2015 telah dilakukan pelelangan pada
sekitar bulan Agustus 2015 dan telah ditetapkan sebagai pemenangnya yaitu
CV. IRHVAN berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Langsung (E-
Procurement) Nomor: 06/POKJA-PKG.II/ULP/P.49/VIII/2015 tanggal 18
Agustus 2015, namun pelelangan tersebut tidak dilanjutkan ke tahapan
penandatanganan kontrak.

- Bahwa yang menjadi pelaksana lapangan CV. IRHVAN dalam Pekerjaan
Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap
tahun 2015 adalah RAHMAT RAZAK.

- Bahwa walaupun tidak terdapat kontrak pada kegiatan Pekerjaan Konstruksi
Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap tahun 2015,
pelaksana pekerjaan dalam hal ini CV. IRHVAN tetap melaksanakan
pekerjaannya, dalam hal ini pelaksana lapangannya adalah RAHMAT RAZAK,
tanpa mendapat pengawasan penuh dari Konsultan Pengawas.

- Bahwa alasan RAHMAT RAZAK tetap melaksanakan pekerjaan peningkatan
Puskesmas Tosora pada tahun 2015 karena adanya perintah dari PPK dan
Terdakwayang mengatakan padanya “bahwa semua pemenang tender yang
salah satunya adalah pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi
Puskesmas Rawat Inap sudah bisa memulai pekerjaan dan mengenai

dananya secepatnya kita akan urus”.
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- Bahwa di dalam kegiatan Pengawasan terkait Pekerjaan Konstruksi
Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap tahun 2015
masuk dalam paket kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas Rawat
Inap yang telah dilakukan pelelangan pada sekitar bulan Agustus 2015 dan
telah ditetapkan sebagai pemenangnya yaitu PT. SULAPA APPA MEDIA
UTAMA berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi Sederhana (BAHS) Jasa
Konsultansi Badan Usaha Seleksi Sederhana (E-Procurement) Nomor:
35/BAHS/ POKJA-G.1/PENGAWASANO2/ULP/VIII/2015 tanggal 26 Agustus
2015, namun pelelangan tersebut tidak dilanjutkan ke tahapan
penandatanganan kontrak.

- Bahwa walaupun tidak terdapat kontrak pada kegiatan Pengawasan
Peningkatan Puskesmas Rawat Inap tahun 2015, Konsultan Pengawas dalam
hal ini PT. SULAPAAPPA MEDIA UTAMA tetap melaksanakan pekerjaannya
walaupun tidak secara penuh.

- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan Pengawasan Peningkatan Puskesmas
Rawat Inap tahun 2015 yang telah dimenangkan oleh PT. SULAPAAPPA
MEDIA UTAMA adalah MUH. ILHAMSYAH, padahal MUH. ILHAMSYAH
adalah bukan bagian dari CV. PT. SULAPAAPPA MEDIA UTAMA.

- Berdasarkan fakta-fakta dan proses kejadian tersebut bahwa kondisi tersebut
merupakan penyimpangan dan bertentangan dengan:
¢ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

Pasal 3 ayat (1): “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

bertanggungjawab dengan memeprhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
e Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

- Pasal 18 ayat (3): “Pejabat yang menandatangani dan/atau
mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi
dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas
kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti
dimaksud”,

- Pasal 21 ayat (1) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
“Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum
barang dan/atau jasa diterima”.

e Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah :
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- Pasal 54 Ayat 2 :“Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif,
efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

- Pasal 61 ayat (1) : “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang
lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh dari pihak yang menagih”

e Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
- Pasal 6 Huruf a : “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan

Pengadaan Barang Jasa harus mematuhi etika “Melaksanakan tugas
Secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai Ssasaran,
kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/ jasa”,
Huruf g : “Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/
atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak
lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan
negara.

- Pasal 89 Ayat (2a): “Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan
seniali pekerjaan yang terpasang’.

e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah
a) Pasal 132 ayat (1) : “setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus

didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.

b) Pasal 132 ayat (2) : “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung
Jjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunan bukti
dimaksud"”.

e Surat Perjanjian Nomor :602/118/PPK/Diskes tanggal 27 Juni 2016 atas
paket Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap.

e Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 602/119/PPK/Diskes tanggal 27
Juni 2016 antara H. HUSLAN, SST, M.Kes sebagai Pejabat Pembuat
Komitmen dan CV. FADEL GEMILANG PERKASA sebagai Penyedia,
dimana isi dari Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut pada pokoknya
adalah Melakukan pekerjaan peningkatan Puskesmas Tosora menjadi
Puskesmas Rawat Inap denga tanggal pekerjaan mulai pada tanggal 27
Juni s/d 23 November 2016.
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- Bahwa terhadap Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi
Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2016 telah dilakukan pemeriksaan
oleh Tim Ahli Teknis dari Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ASTAKI)
dan telah ditemukan beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan laporan
kemajuan pekerjaan (tidak dikerjakan) dan juga terdapat beberapa item
pekerjaan yang memiliki selisih kurang volume sebagaimana yang tertuang di

dalam kontrak sebagai berikut:

NO URAIAN PEKERJAAN HASIL PEMERIKSAAN
1. | Pekerjaan Persiapan /| Terdapat temuan bahwa terhadap
Pendahuluan pekerjaan tersebut tidak pernah

dilaksanakan pada tahun 2016

2. | Pekerjaan Tanah dan Pasir | Terdapat temuan bahwa terhadap
dan Pondasi pekerjaan tersebut tidak pernah

dilaksanakan pada tahun 2016

3. | Pekerjaan Dinding Terdapat temuan bahwa terhadap
sebagaian pekerjaan tersebut tidak
pernah dilaksanakan pada tahun
2016 khususnya pada dinding lantai

1 setinggi 1 meter

4. | Pekerjaan Beton Bekisting | Terdapat temuan bahwa terhadap
(Sloef) pekerjaan tersebut tidak pernah
dilaksanakan pada tahun 2016 dan
hasil pekerjaan tidak memenuhi

spesifikasi di dalam kontrak

5. | Pekerjaan Beton Bekisting | Terdapat temuan bahwa terhadap
(Kolom) lantai 1 pekerjaan tersebut tidak pernah
dilaksanakan pada tahun 2016 dan
hasil pekerjaan tidak memenuhi

spesifikasi di dalam kontrak

7. | Pekerjaan Beton Bekisting | Terdapat temuan bahwa terhadap
(Poer Plat) pekerjaan tersebut tidak pernah

dilaksanakan pada tahun 2016
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8. | Pekerjaan
Bertulang 15/25 (R1)

Ringbalk Beton

Terdapat kekurangan volume pada
item pekerjaan Beton cor K-225,

Pembesian dan Bekisting

9. | Pekerjaan Lantai (Keramik | Terdapat kekurangan volume
40X40Cm) terhadap pekerjaan tersebut

10. | Pekerjaan Langit — Langit | Terdapat kekurangan volume
Lantai terhadap pekerjaan tersebut

11. | Pekerjaan Kusen, Pintu dan | Terdapat kekurangan volume

Jendela terhadap pekerjaan tersebut

- Bahwa terhadap temuan dari Tim Ahli Teknis tersebut di atas telah diserahkan
ke Inspektorat Daerah Kab. Wajo untuk dilakukan perhitungan kerugian
keuangan negara dan telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan
Khusus terkait Adanya Indikasi Kerugian Keuangan Negara / Daerah pada
pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap
dengan nilai kontrak Rp. 807.326.000,- tahun anggaran 2016 pada Dinas
Kesehatan Kab. Wajo yang dilaksanakan oleh CV. FADEL GEMILANG
PERKASA Nomor: 791/05/K/ltda tanggal 21 Maret 2019 telah terdapat
pembayaran yang tidak sah yaitu sebesar Rp. 208.399.893,84,- atau setidak-
tidaknya dalam jumlah tersebut yang mengakibatkan kerugian keuangan
negara / daerah, dengan rincian sebagai berikut:
1. Pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun 2015 Rp. 202.307.699,33, -

2. Total Selisih kekurangan volume Pekerjaan TA. 2016:Rp.  6.092.194,51 .-

Total : Rp. 208.399.893,84,-
Bahwa Terdakwa AMRAN, S.E., M.Si selakuPejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan (PPTK)berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab.

Wajo Nomor: 001 Tahun 2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Penetapan Nama-
Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2016 bersama
sama dengan H. HUSLAN, S.ST, M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK), SAHARUDDINselaku Direktur CV. FADEL GEMILANG PERKASA yang
merupakan Kontraktor dalam Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi
Puskesmas Rawat Inap pada Tahun 2016, MUH. ILHAMSYAH selaku Konsultan
RAHMAT RAZAK selaku Pelaksana Pekerjaan

Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran

Perencana dan Pengawas,
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2015 (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan dr. H.
BASO RAHMANUDDIN, MM, M.Kes selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),
diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang
Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa AMRAN, S.E., M.Si selakuPejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK)berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab.
Wajo Nomor: 001 Tahun 2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Penetapan Nama-
Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2016bersama
sama dengan H. HUSLAN, S.ST, M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK), SAHARUDDINselaku Direktur CV. FADEL GEMILANG PERKASA yang
merupakan Kontraktor dalam Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi
Puskesmas Rawat Inap pada Tahun 2016, MUH. ILHAMSYAH selaku Konsultan
Perencana dan Pengawas, RAHMAT RAZAK selaku Pelaksana Pekerjaan
Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran
2015 (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan dr. H.
BASO RAHMANUDDIN, MM, M.Kes selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, pada suatu
waktu antara tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2016 atau
pada waktu tertentu antara bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2016,
atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2015 sampai dengan 2016,
bertempat di Desa Tosora, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Provinsi
Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan
ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta
melakukan perbuatandengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang
lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat
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merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan cara-cara

sebagai berikut :
- Bahwa pada tahun 2016 Dinas Kesehatan Kab. Wajo memiliki kegiatan
Perencanaan, Pekerjaan Konstruksi dan Pengawasan yang anggarannya
bersumber dari Dana APBD Kab. Wajo (DAK) Tahun Anggaran 2016, adapun
kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
> Kegiatan Perencanaan terbagi dalam 3 paket kegiatan yaitu:
1. Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap;
2. Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas PONED;
3. Perencanaan Rehabilitasi Puskesmas.
Yang mana kegiatan Perencanaan terkait Puskesmas Tosora termasuk
dalam paket kegiatan Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi
Puskesmas Rawat Inap, dalam paket kegiatan Perencanaan tersebut selain
Puskesmas Tosora juga terdapat Puskesmas lain yaitu Puskesmas
Salobulo, Puskesmas Keera dan Puskesmas Liu.

» Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas
Rawat Inap.

» Kegiatan Pengawasan terbagi dalam 3 paket kegiatan yaitu:
1. Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap;
2. Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas PONED;
3. Pengawasan Rehabilitasi Puskesmas.
Yang mana kegiatan Pengawasan terkait Puskesmas Tosora termasuk
dalam paket kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat
Inap, dalam paket kegiatan Pengawasan tersebut selain Puskesmas Tosora
juga terdapat Puskesmas lain yaitu Puskesmas Salobulo, Puskesmas Keera
dan Puskesmas Liu.

- Bahwa Struktur Organisasi pada tahun 2016 dalam kegiatan Perencanaan,
Pekerjaan Konstruksi dan Pengawasan terkait dengan Peningkatan
Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap, adalah sebagai berikut:
= Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : dr. H. BASO RAHMANUDDIN, MM,

M.Kes;
= Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : H. HUSLAN, SST, M.Kes;
= PPTK . AMRAN, SE, M.Sj;
= Bendahara : HARTINI BASYIR, SKM
= Pengawas . ABDUL KADIR SYAM.
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- Bahwa tugas Terdakwa selaku PPTK adalah sebagai berikut:

» Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Wajo Nomor:

001 Tahun 2016 tanggal 18 Januari 2016 saya pada pokoknya adalah:

1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

2) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;

3) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan
kegiatan yang mencakup dokumen administrasi keuangan maupun
dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang
ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

» Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah

PPTK mempunyai tugas mencakup:

a) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

b) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;

c) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaranpelaksanaan
kegiatan.

- Bahwa kegiatan Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas
Rawat Inap pada Tahun Anggaran 2016 memiliki pagu anggaran sebesar Rp.
127.260.000,- dan memiliki nilai HPS sebesar Rp. 121.220.000,-.

- Bahwa kegiatan Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas
Rawat Inap pada tahun 2016 telah dilaksanakan pelelangan pada sekitar
Bulan Maret 2016 dan telah ditetapkan sebagai pemenang selaku Konsultan
Pengawas yaitu CV. ABITAMA KARYA CONSULINDOdan yang menjabat
selaku Direkturnya adalah ABIDIN M, SAP, MSP;

- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak kegiatan Perencanaan
Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016
tidak dilakukan dihadapan PPK, namun saat itu dokumen kontrak tersebut
diserahkan PPK kepada MUH. ILHAMSYAH yang pada faktanya MUH.
ILHAMSYAH adalah bukan pihak resmi dari CV. ABITAMA KARYA
CONSULINDO, dalam arti kata lain MUH. ILHAMSYAH bukan sebagai
Direktur, tidak pernah diberi kuasa oleh Direktur CV. ABITAMA KARYA
CONSULINDO untuk hal apapun, bukan karyawan tetap CV. ABITAMA KARYA
CONSULINDO dan juga tidak termasuk dalam tenaga ahli dari CV. ABITAMA
KARYA CONSULINDO sebagaimana tercantum di dalam dokumen kontrak.
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- Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin Direktur CV. ABITAMA KARYA
CONSULINDO dalam hal ini adalah ABIDIN M, SAP, MSP, kontrak kegiatan
Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap pada
tahun 2016 ditandatangani oleh MUH. ILHAMSYAH dengan cara menirukan
tanda tangan Direktur CV. ABITAMA KARYA CONSULINDO.

- Bahwa vyang mengerjakan seluruh pekerjaan kegiatan Perencanaan
Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016
adalah MUH. ILHAMSYAH yang mana hal tersebut juga diketahui oleh
PPKdan Terdakwa, adapun dalam kegiatan tersebut MUH. ILHAMSYAH telah
membuat dokumen Gambar Rencana, Dokumen Rencana Anggaran Biaya
dan Dokumen Spesifikasi Teknis.

- Bahwa sebelum MUH. ILHAMSYAH membuat produk-produk perencanaan
melakukan konsultasi kepada PPK serta menanyakan apakah produk-produk
perencanaan yang akan dibuatnya mengakomodir bangunan yang telah
dikerjakan pada tahun 2015, sehingga hanya melanjutkan saja atau dibuat
mulai dari awal lagi, saat itu PPK mengatakan kepada MUH. ILHAMSYAH buat
saja dari awal (0%) karena alasan kemanusiaan dan sekaligus untuk
membayar atas pekerjaan yang telah dikerjakan oleh para pelaksana
pekerjaan pada tahun 2015.

- Bahwa dalam pembuatan dokumen-dokumen perencanaan Peningkatan
Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap tahun 2016 tidak dibuat
sesuai dengan fakta yang ada di titik lokasi pekerjaan, karena pada
kenyataannya di titik lokasi pekerjaan telah terdapat pekerjaan terlaksana
(bangunan) yang telah dikerjakan pada tahun 2015, adapun pekerjaan yang
telah dilaksanakan pada tahun 2015 yang mana di masukkan kembali di dalam
dokumen perencanaan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

. Pekerjaan Persiapan / Pendahuluan;

. Pekerjaan Tanah dan Pasir dan Pondasi;

. Pekerjaan Dinding (sebagian);

. Pekerjaan Beton Bekisting (Sloef);

. Pekerjaan Beton Bekisting (Kolom);
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. Pekerjaan Beton Bekisting (Poer Plat).

serta pekerjaan-pekerjaan tersebut di atas dimasukkan kembali di dalam
uraian pekerjaan Rencana Anggaran Biaya pada tahun 2016 dan hal tersebut
diketahui oleh PPK dan Terdakwa.
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- Bahwa di dalam kegiatan Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi
Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016 khususnya terkait pekerjaan
Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap, Direktur CV.
ABITAMA KARYA CONSULINDO dalam hal ini adalah ABIDIN M, SAP, MSP
hanya pernah menandatangani dokumen-dokumen atau administrasi dalam
tahap pelelangan saja, sehingga tanda tangan di dalam kontrak hingga tanda
tangan di dalam dokumen-dokumen perencanaan yang telah dibuat atas nama
ABIDIN M, SAP, MSP, ditandatangani oleh MUH. ILHAMSYAH dengan cara
menirukan tanda tangan Direktur CV. ABITAMA KARYA CONSULINDO tanpa
sepengetahuan dan seizin dari ABIDIN M, SAP, MSP.

- Bahwa terhadap kegiatan Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi
Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016 telah dilakukan pembayaran 100%
yaitu sebesar Rp. 95.040.000,- (setelah dipotong Pajak Penghasilan Ps. 4 (2)
dan PPN).

- Bahwa kegiatan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora
Menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016 memiliki pagu anggaran
sebesar Rp. 819.000.000,- dan memiliki nilai HPS sebesar Rp. 815.980.000,.

- Bahwa dalam kegiatan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora
Menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016, PPK tidak pernah
membuat HPS dan Spesifikasi Teknis, HPS dan Spesifikasi Teknis tersebut
dibuat oleh MUH. ILHAMSYAH.

- Bahwa kegiatan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora
Menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016 telah dilaksanakan
pelelangan pada sekitar Bulan Juni 2016 dan telah ditetapkan sebagai
pemenang selaku Pelaksana Pekerjaan yaitu CV. FADEL GEMILANG
PERKASA berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor:
07/ULP/POKJA-PKG.II/P.51/V1/2016 tanggal 18 Juni 2016.

- Bahwa setelah CV. FADEL GEMILANG PERKASA ditetapkan sebagai
pemenang, maka kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk Surat
Perjanjian / Kontrak sebagai berikut:
= Nomor : 602/118/PPK/DISKES Tanggal 27 Juni 2016;
= Nama Paket . PeningkatanPuskesmas Tosora menjadi

PuskesmasRawat Inap;
= Nilai SPK . Rp. 807.326.000,-;
= Jangka Waktu Pelaksanaan : 150 Hari Kalender (27 Juni 2016 s/d 23
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November2016);
= Sumber Dana . APBD Kab. Wajo (DAK);
= Tahun Anggaran : 2016.

- Bahwa yang menjabat sebagai Direktur CV. FADEL GEMILANG
PERKASAadalah SAHARUDDIN.

- Bahwa kontrak Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi
Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016 ditandatangani oleh PPK dan
SAHARUDDIN selaku Direktur CV. FADEL GEMILANG PERKASA.

- Bahwa sebelum Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora
Menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016 dilaksanakan, pernah
dilakukan kunjungan awal ke lokasi pekerjaan (MC-0) untuk melakukan
pemeriksaan lapangan, yang dihadiriolehPPK, SAHARUDDIN selaku Direktur
CV. FADEL GEMILANG PERKASA, MUH. ILHAMSYAH dan ABD. KADIR
SYAM selaku Pengawas Internal, diperoleh fakta bahwa pada saat itu telah
terdapat pekerjaan pada titik lokasi Peningkatan Puskesmas Tosora.

- Bahwa SAHARUDDIN selaku Direktur CV. FADEL GEMILANG PERKASA
dalam melaksanakan pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi
Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016 telah bekerjasama dengan MUH.
ILHAMSYAH (selaku Konsultan Pengawas) dalam pembuatan Laporan
Kemajuan Pekerjaan fiktif khususnya di dalam Laporan Mingguan dan Laporan
Bulanan, yang mana di dalam dokumen tersebut dibuat seolah-olah CV.
FADEL GEMILANG PERKASA telah mengerjakan seluruh pekerjaan
sebagaimana tercantum di dalam kontrak pada tahun 2016, namun pada
kenyataannya terdapat pekerjaan-pekerjaan yang telah ada, karena telah
dikerjakan pada tahun 2015

- Bahwa laporan-laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai fakta tersebut
juga diketahui dan tetap diterima oleh PPK, yang mana PPK turut
menandatangani dokumen Laporan Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan
Mingguan dan Bulanan.
¢ Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Wajo

terhadap Sdr. MUH. ILHAMSYAH, tertanggal 02 Mei 2019:

“...sudah mengerjakan sekitar 10% s/d 15% pekerjaannya, atau saat itu
Pekerjaan Persiapan/Pendahuluan, Pekerjaan Tanah dan Pasir & Pondasi,
Pekerjaan Beton Bekisting (Sloef), dan Pekerjaan Beton Bekisting (Kolom),

dan Pekerjaan Beton Bekisting (Poer Plat), sebagian Pekerjaan Dinding
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dihampir kesemua sisi di lantai 1 setinggi £ 1 meter yang dikerjakan pada
tahun 2015”

e Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Wajo
terhadap Sdr. RAHMAT RAZAK, tertanggal 02 Mei 2019:
"Bahwa dapat saya sebutkan pekerjaan yang dilakukan pada tahun tahun
2015 adalah Pekerjaan Persiapan/Pendahuluan; Pekerjaan Tanah
(timbunan + 40%) dan Pasir & Pondasi; sebagian Pekerjaan Dinding
dihampir kesemua sisi di lantai 1 setinggi £+ 1 meter; Pekerjaan Beton
Bekisting (Sloef); Pekerjaan Beton Bekisting (Kolom); Pekerjaan Beton
Bekisting (Poer Plat)”;

e Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Wajo
terhadap Sdr. SAHARUDDIN, tertanggal 02 Mei 2019:
"Bahwa seingat saya pada saat hendak memulai pekerjaan, di lokasi
tersebut sudah dikerjakan sebelumnya yakni Pekerjaan
Persiapan/Pendahuluan, Pekerjaan Tanah dan Pasir & Pondasi, Pekerjaan
Beton Bekisting (Sloef), dan Pekerjaan Beton Bekisting (Kolom), dan
Pekerjaan Beton Bekisting (Poer Plat), serta sebagian Pekerjaan Dinding
dihampir kesemua sisi di lantai 1 setinggi + 1 meter, yang kesemuanya
dikerjakan pada tahun 2015 oleh RAHMAT dari CV. IRVHAN, sedangkan
untuk persentasenya saya tidak mengetahuinya”;

e Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Wajo
terhadap Sdr. H. HUSLAN, SST, M.Kes., tertanggal 02 Mei 2019:
"....saya melihat kondisi di lapangan terdapat adanya bangunan berupa
pondasi, poer plat, sloep, dan kolom, dan sebagian pekerjaan dinding * 40
cm di bagian belakang di lokasi tersebut ...."

e Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Wajo
terhadap terdakwa AMRAN, SE, M.Si, tertanggal 02 Mei 2019:
"... namun yang saya tahu bila melihat item pekerjaan tersebut pekerjaan

pondasi tidak dikerjakan lagi karena telah dikerjakan pada tahun 2015”

- Bahwa dalam kegiatan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora
Menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016 telah dilakukan pembayaran
yang tidak sesuai dengan kemajuan pekerjaan yang ada, karena pembayaran
tersebut dilakukan dengan didasarkan pada dokumen atau laporan yang tidak

sesuai dengan kemajuan pekerjaan di lapangan.
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- Bahwa pekerjaan yang telah dikerjakan pada tahun 2015 tersebut tidak
dilaksanakan lagi pada tahun 2016, dalam arti langsung melanjutkan saja
pekerjaan selanjutnya.

e Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri
Wajo terhadap Sdr. MUH. ILHAMSYAH, tertanggal 02 Mei 2019:
“...Jadi pada tahun 2016 pelaksana pekerjaan tinggal melanjutkan pekerjaan
yang telah ada”

e Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri
Wajo terhadap Sdr. RAHMAT RAZAK tertanggal 02 Mei 2019:
"...pada saat SAHARUDDIN bertemu dengan saya, SAHARUDDIN sempat
mengatakan jika dia tidak lagi mengerjakan item pekerjaan yang telah saya
laksanakan pada tahun 2015.”

e Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri
Wajo terhadap SAHARUDDIN, tertanggal 02 Mei 2019:
"Bahwa saya tidak melakukan lagi pekerjaan yang telah dilakukan pada
tahun 2015, saya langsung melanjutkan pembangunan dengan melanjutkan
pekerjaan dinding dan seterusnya”.

e Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri
Wajo terhadap Sdr. AMRAN, SE, M.Si, tertanggal 02 Mei 2019.
"...namun yang jelas pekerjaan pada tahun 2016 melanjutkan bangunan

yang sudah ada yang dikerjakan pada tahun 2015”

- Bahwa walaupun PPK, Terdakwa, KPA dan Konsultan Pengawas telah
mengetahui bila tidak semua pekerjaan di dalam kontrak dikerjakan oleh CV.
FADEL GEMILANG PERKASA pada tahun 2016, namun terhadap pekerjaan-
pekerjaan tersebut tetap dibayarkan, sehingga pembayaran dalam pekerjaan
Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap telah
dibayarkan 100%. Adapun rincian pembayarannya adalah sebagai berikut:
= Termin 1 - 30% Uang Muka sebesar Rp. 215.776.222,- (setelah dipotong
Pajak Penghasilan Ps. 4 (2) dan PPN) berdasarkan SP2D Nomor:
4903/DINKES Tanggal 30 Juli 2016;

= Termin 2 - 60% sebesar Rp. 266.124.007,- (setelah dipotong Pajak
Penghasilan Ps. 4 (2) dan PPN) berdasarkan SP2D Nomor: 7895/DINKES
Tanggal 14 November 2016
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= Termin 3 - 95% sebesar Rp. 192.749.332,- (setelah dipotong Pajak
Penghasilan Ps. 4 (2) dan PPN) berdasarkan SP2D Nomor: 12171/DINKES
Tanggal 28 Desember 2016;
= Termin 4 - Retensi 5% sebesar Rp. 35.962.703.- (setelah dipotong Pajak
Penghasilan Ps. 4 (2) dan PPN) berdasarkan SP2D Nomor: 8230/DINKES
Tanggal 21 November 2017.
- Bahwa pekerjaan yang telah dikerjakan pada tahun 2015 yang tetap
dibayarkan pada tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut:
. Pekerjaan Persiapan / Pendahuluan;
. Pekerjaan Tanah dan Pasir dan Pondasi;
. Pekerjaan Dinding (sebagian);
. Pekerjaan Beton Bekisting (Sloef);
. Pekerjaan Beton Bekisting (Kolom);
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. Pekerjaan Beton Bekisting (Poer Plat).

- Bahwa kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap
pada tahun 2016 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 72.720.000,- dan
memiliki nilai HPS sebesar Rp. 72.270.000,-.

- Bahwa kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap
pada tahun 2016 telah dilaksanakan pelelangan pada sekitar Bulan Mei 2016
dan telah ditetapkan sebagai pemenang selaku Konsultan Pengawas yaitu CV.
AREZMAH CONSULTANT berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi tanggal 27
Mei 2016;

- Bahwa yang menjabat sebagai Direktur CV. AREZMAH CONSULTANTadalah
Ir. H. ABDUL AZIS SAPUTRA, MT.

- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak kegiatan Pengawasan
Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap pada tahun 2016 tidak dilakukan
dihadapan PPK, namun saat itu dokumen kontrak tersebut diserahkan PPK
kepada MUH. ILHAMSYAH yang pada faktanya MUH. ILHAMSYAH adalah
bukan pihak resmi dari CV. AREZMAH CONSULTANT, dalam arti kata lain
MUH. ILHAMSYAH bukan sebagai Direktur, tidak pernah diberi kuasa oleh
Direktur CV. AREZMAH CONSULTANT untuk hal apapun, bukan karyawan
tetap CV. AREZMAH CONSULTANT dan juga tidak termasuk dalam tenaga
ahli dari CV. AREZMAH CONSULTANT sebagaimana tercantum di dalam

dokumen kontrak.
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- Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin Direktur CV. AREZMAH
CONSULTANT dalam hal ini adalah Ir. H. ABDUL AZIS SAPUTRA, MT, kontrak
kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap pada
tahun 2016 ditandatangani oleh MUH. ILHAMSYAH dengan cara menirukan
tanda tangan Direktur CV. AREZMAH CONSULTANT.

- Bahwa vyang mengerjakan seluruh pekerjaan kegiatan Pengawasan
Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap pada tahun 2016 adalah MUH.
ILHAMSYAH yang mana hal tersebut juga diketahui oleh PPK dan Terdakwa,
adapun dalam kegiatan tersebut MUH. ILHAMSYAH telah membuat dokumen
Laporan Kemajuan Pekerjaan (Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan).

- Bahwa di dalam kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi
Rawat Inap pada tahun 2016 khususnya terkait pekerjaan Peningkatan
Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap, Direktur CV. AREZMAH
CONSULTANT dalam hal ini adalah Ir. H. ABDUL AZIS SAPUTRA, MThanya
pernah menandatangani dokumen-dokumen atau administrasi dalam tahap
pelelangan saja, sehingga tanda tangan di dalam kontrak hingga tanda tangan
di dalam laporan-laporan pengawasan hingga dokumen pencairan yang telah
dibuat atas nama Ir. H. ABDUL AZIS SAPUTRA, MT, ditandatangani oleh
MUH. ILHAMSYAH dengan cara menirukan tanda tangan Direktur CV.
AREZMAH CONSULTANT tanpa sepengetahuan dan seizin dari Ir. H. ABDUL
AZIS SAPUTRA, MT.

- Bahwa terhadap kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi
Rawat Inap pada tahun 2016 telah dilakukan pembayaran sebesar Rp.
61.728.000,- (setelah dipotong Pajak Penghasilan Ps. 4 (2) dan PPN)
berdasarkan SP2D Nomor: 0980 Tanggal 27Maret 2016.

- Bahwa terkait adanya pekerjaan yang telah dikerjakan pada sekitar awal tahun
2015 berawal dari Dinas Kesehatan Kab. Wajo pernah melakukan
permohonan anggaran Dana APBN-TP Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.
15.000.000.000,- ke Kementrian Kesehatan yang diperuntukkan untuk
pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan Pembangunan Puskesmas, usulan
tersebut diproses oleh Kementrian Kesehatan dan berdasarkan Keputusan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.02/MENKES/130/2015
tanggal 30 Maret 2015 Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan

Kabupaten / Kota Tahun 2015, Dinas Kesehatan Kab. Wajo masuk dalam
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daftar tersebut dengan alokasi anggaran sesuai yang diusulkan yaitu sebesar
Rp. 15.000.000.000,- dan pada tanggal 06 s/d 10 April 2015 telah
dilaksanakan kegiatan penelaahan dan Reviu RKA-K/L Tugas Pembantuan TA.
2015 yang hasilnya pada RKA-K/L Tugas Pembantuan TA. 2015 Dinas
Kesehatan Kab. Wajo tetap mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.
15.000.000.000,-, berdasarkan RKA-K/L Tugas Pembantuan TA. 2015
tersebut, saat itu dilakukan lelang Jasa Konsultansi Perencanaan, Pekerjaan
Konstruksi dan Jasa Konsultansi Pengawasan terkait 7 Unit Puskesmas yang
salah satunya adalah Puskesmas Tosora, setelah lelang dilaksanakan dan
telah ditetapkan pemenangnya, pada kenyataannya berdasarkan Surat
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran
2015 Nomor: SP DIPA - 024.04.4.190333/2015 tanggal 30 Oktober 2015
anggaran yang turun hanya sebesar Rp. 5.963.285.000,- yang diperuntukkan
untuk Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar yang terdiri dari Alat
Kesehatan / Kedokteran dalam mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar
sebesar Rp. 5.912.165.000,- dan Layanan Perkantoran sebesar Rp.
51.120.000,-, sehingga seluruh pelaksana pekerjaan baik pekerjaan konstruksi
maupun Kkegiatan pengawasan menghentikan pekerjaannya karena tidak
terdapat anggaran dan terhadap kegiatan tersebut pada tahun 2016 dilakukan
pelelangan kembali namun anggarannya bersumber dari anggaran Dana
Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2016.

- Bahwa di dalam kegiatan Perencanaan terkait Pekerjaan Konstruksi
Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap tahun 2015
masuk dalam paket kegiatan Perencanaan Peningkatan Puskesmas Rawat
Inap yang telah dilakukan pelelangan pada sekitar bulan Juni 2015 dan telah
ditetapkan sebagai pemenangnya yaitu CV. MULTIMAGE KONSULTAN
berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi Sederhana (BAHS) Jasa Konsultansi
Badan Usaha Seleksi Sederhana (E-Procurement) Nomor;
10/ULANG/BAHS/EVAL/ PERENCANA02/POKJA-G.1/ULP/VII/2015 tanggal
11 Juli 2015, namun pelelangan tersebut tidak dilanjutkan ke tahapan
penandatanganan kontrak.

- Bahwa walaupun tidak terdapat kontrak pada kegiatan Perencanaan
Peningkatan Puskesmas Rawat Inap tahun 2015, pelaksana pekerjaan dalam
hal ini CV. MULTIMAGE KONSULTAN tetap melaksanakan pekerjaannya dan

hasil dari perencanaan yang telah dibuat tersebut dijadikan salah satu dasar

Hal. 28 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pelelangan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora
Menjadi Puskesmas Rawat Inap tahun 2015.

- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan Perencanaan Peningkatan Puskesmas
Rawat Inap tahun 2015 yang telah dimenangkan oleh CV. MULTIMAGE
KONSULTAN adalah MUH. ILHAMSYAH, padahal MUH. ILHAMSYAH adalah
bukan bagian dari CV. MULTIMAGE KONSULTAN.

- Bahwa pada tahun 2015 sebelum MUH. ILHAMSYAH mengerjakan produk-
produk perencanaan walaupun tanpa didasari sebuah kontrak, MUH.
ILHAMSYAH sempat berkomunikasi dengan PPK dan Terdakwa yang saat itu
selaku Kasubag Perencanaan dan Pelaporan untuk menanyakan bagaimana
kelanjutan  perencanaan tersebut, karena tidak dilanjutkan ke
penandatanganan Kontrak, saat itu MUH. ILHAMSYAH diperintahkan untuk
tetap melanjutkan pekerjaan perencanaannya karena hsil perencanaan
tersebut dibutuhkan untuk melakukan pelelangan pekerjaan konstruksi
nantinya.

- Bahwa didalam pelelangan kegiatan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan
Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap tahun 2015 telah
dipersyaratkan bagi seluruh peserta yang akan mengikuti pelelangan tersebut
diharuskan membuat Surat Pernyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi yang pada
intinya bagi peserta yang nantinya telah ditetapkan sebagai pemenang lelang
tidak akan keberatan atau tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk
apapun, baik materiil maupun non materiil secara Pidana maupun Perdata
apabila nantinya anggaran tidak tersedia atau tidak cukup tersedia yang
mengakibatkan pemilihan penyedia barang/jasa yang telah dilaksanakan batal
demi hukum.

- Bahwa pada kegiatan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora
Menjadi Puskesmas Rawat Inap tahun 2015 telah dilakukan pelelangan pada
sekitar bulan Agustus 2015 dan telah ditetapkan sebagai pemenangnya yaitu
CV. IRHVAN berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Langsung (E-
Procurement) Nomor: 06/POKJA-PKG.II/ULP/P.49/VIII/2015 tanggal 18
Agustus 2015, namun pelelangan tersebut tidak dilanjutkan ke tahapan
penandatanganan kontrak.

- Bahwa yang menjadi pelaksana lapangan CV. IRHVAN dalam Pekerjaan
Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap
tahun 2015 adalah RAHMAT RAZAK.

Hal. 29 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun tidak terdapat kontrak pada kegiatan Pekerjaan Konstruksi
Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap tahun 2015,
pelaksana pekerjaan dalam hal ini CV. IRHVAN tetap melaksanakan
pekerjaannya, dalam hal ini pelaksana lapangannya adalah RAHMAT RAZAK,
tanpa mendapat pengawasan penuh dari Konsultan Pengawas.

- Bahwa alasan RAHMAT RAZAK tetap melaksanakan pekerjaan peningkatan
Puskesmas Tosora pada tahun 2015 karena adanya perintah dari PPK dan
Terdakwayang mengatakan padanya “bahwa semua pemenang tender yang
salah satunya adalah pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi
Puskesmas Rawat Inap sudah bisa memulai pekerjaan dan mengenai
dananya secepatnya kita akan urus”.

- Bahwa di dalam kegiatan Pengawasan terkait Pekerjaan Konstruksi
Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap tahun 2015
masuk dalam paket kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas Rawat
Inap yang telah dilakukan pelelangan pada sekitar bulan Agustus 2015 dan
telah ditetapkan sebagai pemenangnya yaitu PT. SULAPAAPPA MEDIA
UTAMA berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi Sederhana (BAHS) Jasa
Konsultansi Badan Usaha Seleksi Sederhana (E-Procurement) Nomor:
35/BAHS/ POKJA-G.1/PENGAWASANO2/ULP/VIII/2015 tanggal 26 Agustus
2015, namun pelelangan tersebut tidak dilanjutkan ke tahapan
penandatanganan kontrak.

- Bahwa walaupun tidak terdapat kontrak pada kegiatan Pengawasan
Peningkatan Puskesmas Rawat Inap tahun 2015, Konsultan Pengawas dalam
hal ini PT. SULAPAAPPA MEDIA UTAMA tetap melaksanakan pekerjaannya
walaupun tidak secara penuh.

- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan Pengawasan Peningkatan Puskesmas
Rawat Inap tahun 2015 yang telah dimenangkan oleh PT. SULAPAAPPA
MEDIA UTAMA adalah MUH. ILHAMSYAH, padahal MUH. ILHAMSYAH
adalah bukan bagian dari CV. PT. SULAPAAPPA MEDIA UTAMA.

- Berdasarkan fakta-fakta dan proses kejadian tersebut bahwa kondisi tersebut
merupakan penyimpangan dan bertentangan dengan:

e Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
Pasal 3 ayat (1): “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada
peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

bertanggungjawab dengan memeprhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Hal. 30 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

- Pasal 18 ayat (3): “Pejabat yang menandatangani dan/atau
mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi
dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas
kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti
dimaksud”;

- Pasal 21 ayat (1) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
“Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum
barang dan/atau jasa diterima”.

e Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah :

- Pasal 54 Ayat 2 :“Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif,
efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan’”.

- Pasal 61 ayat (1) : “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang
lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh dari pihak yang menagih”

e Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah

- Pasal 6 Huruf a : “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan
Pengadaan Barang Jasa harus mematuhi etika “Melaksanakan tugas
secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran,
kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/ jasa”,
Huruf g : “Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/
atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak
lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan
negara.

- Pasal 89 Ayat (2a): “Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan
seniali pekerjaan yang terpasang”.

e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah

a) Pasal 132 ayat (1) : “setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus
didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.

b) Pasal 132 ayat (2) : “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung
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jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunan bukti
dimaksud”.

e Surat Perjanjian Nomor :602/118/PPK/Diskes tanggal 27 Juni 2016 atas
paket Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap.

e Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 602/119/PPK/Diskes tanggal 27
Juni 2016 antara H. HUSLAN, SST, M.Kes sebagai Pejabat Pembuat
Komitmen dan CV. FADEL GEMILA